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PUTUSAN
Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA Kla
ZARAR g
Sl D
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Hatta, 07 Februari 1993,
umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADI
YANA, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor
hukum Adi Yana & Partner's yang beralamat Perum
Serambi Sumatera Blok D 5 No. 1 B Kelurahan Way
Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan, domisili elektronik email:
adiyana.andalusia@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2024 dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kalianda Nomor 980/SKH/2024/PA.Kla  tanggal 07
Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

xxx NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Tanjung Bayur, 02 Mei 1989,
umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024
yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kalianda, Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 07 Oktober 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 26 April 2012 atau 04 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah
telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx, tertanggal 26
April 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak atas dasar suka sama suka,
pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus
jejaka dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan memiliki
dua (2) orang anak yaitu masing-masing bernama :

- xXxxxx, lahir di Tanjung Bayur, 28 Februari 2013, saat ini tinggal bersama

Tergugat;

- xxxx, lahir di Tanjungan, 06 Juni 2019, saat ini tinggal bersama

Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Bandar Lampung selama 2 (dua) tahun, Kemudian pada
tahun 2014 keduanya membangun rumah di dekat rumah orang tua
Tergugat di Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung
Selatan dan pada tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumahnya
ke rumah orangtua Penggugat di Desa Hatta Kecamatan Bakauheni
Kabupaten Lampung Selatan hingga sekarang;
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5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2018 Penggugat sudah tidak tahan
melihat kelakuan Tergugat yang tidak bisa berubah dalam berprilaku dalam
memimpin rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai
tidak rukun sering terjadi percekcokan. Sehingga rumah tangga keduanya
pun sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadinya
perselisihan disebabkan ;

1) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama NUR
xxx dan menikahinya secara siri bahkan memiliki anak yang bernama
FIRZA,

2) Pengugat dan Tergugat sering cek cok secara terus menerus;

3) Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat untuk menutupi aibnya;

4) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dari sejak
bulan Juni 2021;

6. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 atau sudah 3 tahun Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang
menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan
pisah rumah. Karena Penggugat sudah tidak tahan melihat kelakuan
Tergugat yang tidak bisa merubah sikapnya dan tidak dapat dinasehati
kembali untuk merajut rumah tangganya dengan Penggugat tetapi hasilnya
sia-sia;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga
Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena

perceraian;
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9. Bahwa atas dasar uraian di atas Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 116.

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat dengan ini
mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya
sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat xxxx (Alm) terhadap
Penggugat XXXX;

3. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini
menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan
seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequeo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau
Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA Kla tanggal
11 Oktober 2024 dan Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA .Kla tanggal 26 Oktober 2024
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis
Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan (e-Court);
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Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Penengahan Kabupaten

Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor xxxx Tanggal 26 April

2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:
1. xxxx, tempat dan tanggal lahir , 06 November 1972, umur 52 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

xxX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 di
Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orangtua Tergugat, kemudian ke kontrakan, terakir punya
rumah sendiri di Tanjungan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
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tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak kira-kira tahun 2018 lalu karena masalah Tergugat
menjalin hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
mulut 2 (dua) kali karena masalah wanita lain tersebut, namun saksi
tidak pernah bertemu dengan wanitanya hanya pengakuan dari
keluarga seperti itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
kira-kira 3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat,
saat itu Penggugat diantarkan pulang bertemu dengan saksi. Saat itu
yang mengantarkan bukan Tergugat tetapi kakak Tergugat bernama
Samsul. Saat saksi tanya apa tujuannkakak Tergugat hanya bilang
sementara di rumah orangtua Penggugat/saksi dulu karena
Penggugat dan Tergugat ada masalah;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya/saksi dan
Tergugat tetap di rumah yang lama, dan informasinya sudah dengan
istri barunya dan memiliki anak;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat maupun anak, dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah diupayakan untuk
rukun kembali oleh keluarga baik dengan cara dinasihati maupun
musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau
rukun lagi, sedangkan Tergugat tidak merubah sikapnya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA .Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxx , tempat dan tanggal lahir , 06 November 1982, umur 42 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah bapak bibi Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 di
Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orangtua Tergugat, kemudian ke kontrakan, terakir punya
rumah sendiri di Tanjungan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kira-kira
tahun 2018 lalu karena masalah Tergugat menjalin hubungan
dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah lagi dan
memiliki anak;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
mulut dan Tergugat mengaku sendiri kepada saksi kalau Tergugat
sudah menikah lagi bahkan saksi melihat Tergugat dengan wanita
tersebut sudah memiliki anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
kira-kira selama 3 (tiga) tahun lalu sejak tahun 2021;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena Penggugat dipulangkan oleh keluarga Tergugat kepada

orangtua Penggugat;
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- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan
Tergugat tetap di rumah yang lama, serta informasinya sudah
dengan istri barunya dan memiliki anak;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat maupun anak. Tergugat juga
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah diupayakan untuk
rukun kembali oleh keluarga baik dengan cara dinasihati maupun
musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau
rukun lagi, sedangkan Tergugat tidak merubah sikapnya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak
harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat
sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke
Pengadilan Agama (persona standi in judicio) sebagaimana diatur dalam Pasal
14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa
kepada ADI YANA, SH, advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05
Oktober 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kalianda Nomor 980/SKH/2024/PA .Kla tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa
hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa
khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama
Kalianda dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa
yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan
mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak
melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum
adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis
Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor
73/KMA/HK.01/1X/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan
Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
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Nomor 1665/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 11 Oktober 2024 dan Nomor
1665/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 26 Oktober 2024 vyang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula
mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Tergugat.
Terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah
dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi
ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat
tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum
dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Majelis Hakim memeriksa dan
memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai
Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
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Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan
wanita lain, Tergugat kerap berbohong hingga tidka memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat . Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama/sejak pisah rumah sejak kira-kira 3 (tiga) tahun lalu sejak tahun 2021

hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR jo.
Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal

tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah
mengajukan bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa
sejak tanggal 26 April 2022 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu
perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga
serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai
saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang
sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada
hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut
diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling

bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka
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keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tanggal 26 April 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah KUA Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah
tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat menjalin hubungan
dengan wanita lain hingga menikah dan memiliki anak;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat
dipulangkan ke keluarga Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu atau sejak
tahun 2021. Sejak itu Penguggat dan Tergugat pisah rumah dan tidak
pernah tinggal bersama lagi, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan.
Antara Penggugat sejak itu tidak pernah lagi sama-sama menjalankan
kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;

5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun
tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak
pisah rumah sejak kira-kira 3 (tiga) tahun lalu hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing

sebagai suami istri;
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3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni pisah
rumah sejak kira-kira 3 (tiga) tahun lalu, Majelis Hakim telah
mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah
rumabh, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak
keluarga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum,
“apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun
1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya
dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus
menerus”, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995
tanggal 25 Maret 1997, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya
Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dipulangkan ke keluarga
Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu. Sejak itu Penguggat dan Tergugat pisah
rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, serta tidak ada lagi nafkah yang
diberikan. Antara Penggugat sejak itu tidak pernah lagi sama-sama
menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;, menjadi fakta
bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban
sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat
hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah
tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi
seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan

sebagaimana dikehendaki dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan
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Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat
ahli figh dalam kitab bughyah al-mustarsyidin dan Figh as-Sunnah yang

kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

V5 DR 8 gkl G5 gimelis 5 Lga G& QS B g1 ke 8
PIREEES IR Rt A [ A S A P

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan
dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab
pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih

baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga

antara pasangan suami-istri tersebut.”
W el bsed 3 bl Af 45350 sl A3 (85 2T s
i 45 453 35N O WA 5 She lall e oYl Lt Gk
Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak
mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri

dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh

memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah
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lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut
telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat
(XXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil
Awwal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua
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Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.l., M.H. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,
S.H.l. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut dan M. Reynaldi Willy Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.1., M.H. Achmad Rifqgi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp70.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp32.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp177.000,00

Terbilang (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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